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MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN MENTER! AGAMA TENTANG KEPALA KANTOR 
URUSAN AGAMA. 

Kepala Kantor U rusan Agama sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan ini adalah: 
a. jabatan non eselon;
b. tugas tambahan bagi pegawai negeri sipil yang

menduduki Jabatan Fungsional Penghulu dan Jabatan
Fungsional Penyuluh Agama Islam sebagai jabatan
fungsional yang berada di bawah binaan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selaku
Organisasi Induk Kantor Urusan Agama; dan

c. pimpinan Kantor Urusan Agama sebagai Unit
Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama di bidang
layanan bimbingan masyarakat Islam.

Ruang lingkup Keputusan Menteri ini memuat ketentuan 
mengenai: 
a. Informasi jabatan dan kedudukan Kepala Kantor

Urusan Agama, wilayah kerja Kantor Urusan Agama,
dan kedudukan Kepala Kantor Urusan Agama dalam
struktur organisasi Kantor Urusan Agama;

b. periodisasi, kualifikasi, dan kompetensi Kepala Kantor
Urusan Agama; dan

c. tata cara pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Kepala KUA.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM 
KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Oktober 2025 

�ENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

NASARUDDIN UMAR
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BABV 
PENUTUP 

Teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur sebagai berikut: 

1. Pengangkatan Kepala KUA setelah diundangkannya PMA Nomor 24
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA dan sebelum
Keputusan ini mulai berlaku, masih berdasarkan pada ketentuan
yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 916 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Masa Bakti Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan.

2. Apabila terdapat pengangkatan Kepala KUA pada masa

sebagaimana dimaksud angka 1, Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama provinsi membatalkan Surat Keputusan
pengangkatan tersebut dan melakukan mekanisme pengangkatan
Kepala KUA sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 916 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Masa Bakti Jabatan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Fungsional Penghulu yang
sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala KUA tetap
melaksanakan tugasnya sebagai Kepala KUA mengikuti batas
periodisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. Periode tugas

tidak dilakukan penghitungan ulang.

NASARUDDIN UMAR

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
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